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Abstraksi 
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai penerapan asas kebebasan 
berkontrak dan asas proporsionalitas dalam kontrak antara Pemain dengan Persik 
Kediri. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi adanya ketidakjelasan Kontrak, 
misalnya mengenai hak Pemain disebutkan bahwa hak Pemain adalah mendapatkan 
opini medis bukan mengenai gaji Pemain, biaya opini medis tersebut juga ditanggung 
oleh kedua belah pihak yaitu Pemain dan Klub.  Jika opini medis tersebut merupakan 
hak Pemain seharusnya Pemain tidak mendapatkan tanggungan dalam biaya opini 
medis. Ketidakjelasan Kontrak inilah yang dapat mendorong terjadinya isu-isu hukum, 
terkait dengan keterlambatan pembayaran gaji Pemain oleh Klub, selain itu adanya 
berita mengenai Pemain yang meninggal karena tidak mendapatkan suatu pelayanan 
medis yang layak. Isu hukum mengenai keterlambatan pembayaran gaji oleh Klub juga 
terjadi pada Persik Kediri, sehingga hal inilah yang mendorong penulis untuk 
mencermati Kontrak yang diadakan oleh Persik Kediri kepada para Pemain. Penerapan 
asas-asas perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak yang memberikan 
kebebasan para pihak dalam melaksanakan hubungan kontraktual dan asas 
proporsionalitas yang menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemain 
dan Klub sehingga terwujudnya suatu keadilan bagi para Pihak dalam penyelenggaraan 
Kontrak perlu diperhatikan penggunaannya dalam Kontrak. Penggunaan asas kebebasan 
berkontrak dan asas proporsionlaitas tersebut dimaksudkan agar tidak terjadinya 
kekaburan dan ambiguitas isi Kontrak, sehingga isu-isu hukum yang ada dapat dihindari 
oleh Klub, dan Pemain tidak lagi merasa dirugikan oleh Klub dengan adanya 
keterlambatan pembayaran gaji ataupun pemenuhan pelayanan medis yang layak. 




In this paper, the author raised concerns about the application of the principle of 
freedom of contract and the principle of proportionality in the contract between the 
player with Persik Kediri. The selection of the theme to a backdrop of uncertainty 
contract, for example on the right player mentioned that the right players are not 
getting a medical opinion regarding player salaries, the cost of medical opinion is also 
borne by both parties and the Players Club. If the medical opinion is the right player 
Players should not get a mortgage in the cost of medical opinion. Contract vagueness is 
what can lead to legal issues, related to the delay in payment of salaries by the Players 
Club, in addition to the news about the player who died from not getting a proper 
medical care. Legal issues regarding delay in payment of wages by the club Persik 
Kediri also occur in, so this is what prompted the authors to examine contracts held by 
Persik Kediri to the player. Application of the principles of the agreement, in particular 
the principle of freedom of contract which gives the freedom of the parties to carry out 
contractual relations and the principle of proportionality which showed a balance of 
rights and obligations between the player and the club so that the creation of a justice 
of the Parties in the implementation of contracts to consider its use in the Contract. The 
use of the principle of freedom of contract and the principle proporsionlaitas intended 
to vagueness and ambiguity of the contents of the contract, so the legal issues can be 
avoided by an existing club, and players no longer feel disadvantaged by the club with 
a delay in payment of wages and compliance decent medical care. 




Hubungan kerja pada saat ini, tidak hanya pada sektor bisnis saja yaitu hubungan 
buruh dan pengusaha, tetapi banyak sektor yang menguntungkan lain seperti halnya 
bidang olahraga. Olahraga memang dianggap hanya untuk kebugaran jasmani semata 
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dan tempat untuk menyalurkan hobi, namun sekarang kegunaan olahraga tidak hanya 
sebagai tempat penyalur hobi dan hanya untuk kebugaran, olahraga juga dapat 
menghasilkan keuntungan bagi setiap orang yang menekuninya, misalnya sepak bola. 
Sepak bola yang dianggap sebagai olahraga pengisi waktu luang dan penyalur hobi, 
pada dewasa ini sudah dapat digunakan sebagai mata pencaharian bagi setiap 
individunya. Sebagai olahraga yang popular dan digemari masyarakat dunia, sepakbola 
mempunyai prospek bagi masa depan, terutama bagi setiap individu yang memiliki 
skill khusus yang dapat diperhitungkan.  
Di Indonesia terdapat suatu organisasi yang menaungi kegiatan sepak bola yang 
disebut Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia (PSSI), dimana organisasi ini berperan 
aktif dalam seluruh kegiatan sepakbola di Indonesia baik dalam melakukan proses 
pengawasan, pengaturan, ataupun penjatuhan sanksi bagi para pemain dan seluruh 
komponen yang terkait dalam kompetisi sepak bola. 
Salah satu tim yang sempat menjadi juara Liga Indonesia (Ligina) adalah tim Persik 
Kediri yang berjuluk “macan putih”. Persik Kediri didirikan pada tahun 1950, namun 
tidak diketahui pasti mengenai tanggal dan bulannya. Sebagai pendiri adalah Bupati 
Kediri, R Muhammad Machin, karena saat itu Kediri masih berupa kabupaten, belum 
ada pemisahan wilayah seperti sekarang yaitu kabupaten dan kota. Dibantu Kusni dan 
Liem Giok Djie, dengan bendera tim yang tersusun dari dua warna berbeda. Bagian 
atas berwarna merah dan bawahnya hitam dengan tulisan PERSIK di tengah-tengah 
dua warna berbeda itu.1 
Dalam hal ini, terdapat hubungan kerja antara Persik Kediri dengan pemainnya. 
Definisi hubungan kerja pada Pasal 1 angka 15 undang-undang No.13 tahun 2003 
pengertian hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 
Menurut Soepomo pengertian hubungan kerja, 
“Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang 
majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja 
antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, dimana 
                                                 
1
 http://www.persik-kediri.html, diakses pada tanggal 31 Agustus 2012 Pukul 10.00 
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satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan 
pengusaha memperkerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah.”2 
 
Jika dihubungkan dengan pengertian hubungan kerja maka pemilik klub merupakan 
pengusaha yang memiliki modal, sedangkan pemain adalah pekerja dari pengusaha 
tersebut. Pemain yang bekerja mengikatkan dirinya pada klub sepak bola dimana dia 
dipekerjakan, maka pemain yang bekerja pada klubnya akan mendapatkan gaji setelah 
menyelesaikan kewajiban pada klubnya tersebut. Dengan adanya gaji yang dihasilkan 
tersebut maka sepak bola merupakan salah satu olahraga yang memiliki prospek baru 
dalam memberikan jaminan kehidupan. 
Sebelum ada hubungan kerja antara klub dan pemain, pemain mengikatkan dirinya 
dengan pembuatan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh klub dengan pemain, dimana 
klub adalah sebagai pihak pertama dan pemain adalah pihak kedua yang menjadikan 
sepak bola adalah pekerjaannya. Dalam perjanjian tersebut dicantumkan hak dan 
kewajiban bagi pemain sebagai pekerja. Selain itu bagi klub juga dijelaskan mengenai 
hak dan kewajibannya, dimana klub memiliki kewajiban pokok untuk membayar gaji 
pemain serta kewajiban-kewajiban lain yang terdapat dalam hubungan kontraktual 
antara Pemain dan Klub. Dalam perjanjian itu pula dijelaskan besar kontrak yang 
disetujui oleh klub dan Pemain.  
Walaupun perjanjian kerja antara pemain dan klub telah dibuat dengan maksud 
adanya kepastian hukum bagi para pihak, namun jaminan kepastian belum tentu 
didapat, dimana masih terjadi penyelewengan salah satu pihak, suatu misal masih 
terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak baik pemain atau klub, misalnya 
terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh klub secara semena-
mena dengan alasan yang tidak logis, biaya ganti rugi pada pemain yang cedera 
dengan jumlah yang tidak manusiawi, pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan nilai 
kontrak.  
Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam Kontrak yang diselenggarakan oleh 
Persik Kediri perlu diperhatikan kembali, hal ini menunjukkan bahwa para Pihak 
memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya dalam pembuatan Kontrak. 
                                                 
2
 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 106 
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Meskipun Kontrak yang dibuat adalah suatu Kontrak baku, penerapan asas kebebasan 
berkontrak harus tetap diterapkan dalam pembuatan Kontrak. Ditunjukkan dengan 
klausul-klausul Kontrak yang tidak memberatkan bagi Pemain ataupun klausul-klasul 
Kontrak yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. 
Penerapan asas kebebasan berkontrak pun harus didukung dengan asas 
proporsionalitas yang menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban para Pihak 
sehingga Kontrak yang dibuat menunjukkan suatu keadilan bagi para Pihak, meskipun 
Kontrak yang dibuat merupakan Kontrak baku. Penerapan asas kebebasan berkontrak 
dan asas proporsionalitas diharapkan terciptanya suatu hubungan kontraktual yang adil 
dan seimbang bagi Pemain dan Klub. 
Penerapan asas-asas dalam perjanjian yang tidak diperhatikan inilah yang 
menyebabkan suatu kontrak tidak jelas maksudnya, pembagian hak dan kewajiban baik 
dari pemain atau klub juga tidak tercantum secara jelas. Sehingga hal ini dapat 
menyebabkan suatu implikasi hukum, seperti dalam penelitian sebelumnya yang telah 
meneliti terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh klub kepada pemain, yaitu tidak 
tepat waktunya klub dalam memenuhi gaji pemain. Selain pada penelitian sebelumnya 
suatu permasalahan baru yang muncul yaitu meninggalnya Pemain akibat tidak 
terjaminnya pelayanan medis yang layak bagi Pemain yang harus dipenuhi oleh Klub. 
Dengan contoh kasus tersebut menunjukkan suatu kerugian bagi salah satu pihak 
akibat suatu kontrak yang dibuat kurang memperhatikan asas-asas perjanjian dan 
kurang mencerminkan suatu hubungan kerja yang seimbang. Permasalahan seperti ini 
pun juga terdapat pada Persik Kediri, dimana pembayaran upah pemain mengalami 
keterlambatan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti Kontrak yang diselenggarakan 
oleh Persik Kediri dengan melakukan analisis pada Kontrak melalui penerapan asas 
kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil suatu rumusan masalah 
sebagai berikut: 
Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam 
kontrak antara pemain dengan Persik Kediri. 
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C. METODE PENELITIAN 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-
normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan 
kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah 
hukum itu sendiri.3 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach). 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bahan Hukum Primer 
a) Buku III tentang Perikatan Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 
b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 
c) Kontrak antara pemain dengan Persik Kediri. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
a. Literatur-literatur hukum, khususnya yang mengenai perjanjian/kontrak. 
b. Skripsi, yang membahas mengenai hambatan dan pelaksanaan kontrak kerja 
antara pemain dengan klub Deltras Sidoarjo dalam hal upah dan cara 
pembayaran. 
c. Artikel internet, yang berkaitan dengan perjanjian serta penjabaran asas-asas 
hukum proporsionalitas. 
d. Pendapat para sarjana, mengenai pengertian-pengertian asas proporsionalitas 
dan keseimbangan. 
3. Bahan Hukum Tersier 
a) Kamus Hukum, mengenai istilah-istilah dalam hukum kontrak dan asas-asas 
perjanjian yang berkaitan, dalam hal ini mengenai pengertian asas 
keseimbangan. 
b) Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengenai istilah-istilah tentang hukum 
kontrak serta istilah-istilah mengenai asas-asas perjanjian, dalaam hal ini 
mengenai pengertian keseimbangan dan proporsionalitas. 
                                                 
3
 Johnny Ibrahim, Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif,Bayumedia,Malang,2011,hlm 57 
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Metode perolehan bahan hukum penelitian ini, baik untuk bahan hukum primer, 
sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan. Yaitu dengan cara membaca 
buku-buku, peraturan perundang-undangan, situs-situs di internet dan hasil-hasil 
penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 
Dalam menganalisa bahan hukum teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini 
menggunakan metode interpretasi atau penafsiran gramatikal. Bahan-bahan hukum 
yang diperoleh dalam penelitian normatif ini, diuraikan dan dihubungkan sedemikian 
rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab 
permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan hukum dilakukan secara 
deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum 
terhadap suatu permasalahan konkret yang dihadapi.4 
 
D. PEMBAHASAN 
1. PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK 
ANTARA PEMAIN DENGAN PERSIK KEDIRI 
Penerapan asas kebebasan berkontrak dilihat dari: 
a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian 
Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga 
yang menjadi titik tolak kebebasan berkontrak adalah kepentingan individu 
sendiri. Sehingga dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan 
kebebasan untuk berkontrak. Sehingga salah satu Pihak berhak untuk tidak 
menerima Kontrak yang diadakan, jika Kontrak yang dibuat dirasa kurang 
efisien dalam pelaksanaannya. Kata “sepakat” merupakan salah satu bentuk 
bahwa para Pihak telah membuat suatu perjanjian, yang berarti telah disetujui 
atas isi, bentuk, ataupun akibat yang timbul atas perjanjian yang dibuat tersebut.  
Dalam Kontrak yang diselenggarakan oleh Persik Kediri memang tidak 
disebutkan jika para Pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat suatu 
perjanjian, tetapi hal ini bukan berarti kebebasan para Pihak tidak diakui dalam 
membuat atau tidak membuat suatu Perjanjian. Dengan Kontrak tertulis yang 
                                                 
4
 Ibid,  hal. 390-393. 
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dilakukan antara Pemain dengan Persik Kediri menunjukkan adanya kebebasan 
para Pihak untuk membuat suatu Kontrak, dimana para Pihak telah membuat 
suatu Kontrak dengan bukti adanya suatu tandatangan oleh para Pihak. 
Tandatangan para Pihak  merupakan salah satu wujud atas adanya kesepakatan 
diselenggarakan Kontrak. Maka, hal ini menunjukkan jika telah diterapkannya 
rumusan asas kebebasan berkontrak untuk melakukan suatu perjanjian.  
 
b. Kebebasan para pihak dengan siapa ia mengadakan perjanjian 
Setiap individu bebas untuk menyelenggarakan Kontrak dengan Pihak 
manapun, dimana Pihak tersebut dianggap berkompeten dalam terlaksananya 
suatu aktivitas yang diperjanjikan dalam Kontrak. Klub dalam hal ini Persik 
Kediri yang merupakan Pihak pertama bebas untuk melakukan Perjanjian 
dengan Pihak manapun, misalnya adalah Pemain yang merupakan Pihak kedua. 
Klub bebas untuk mengadakan Kontrak dengan Pemain lokal ataupun Pemain 
asing ataupun agen pemain yang merupakan penghubung antara Pemain dengan 
Klub.  
Secara sederhana, kebebasan Klub terlihat ketika Persik Kediri mengadakan 
penyeleksian Pemain, dimana proses seleksi dapat diikuti oleh masyarakat 
umum, peserta seleksi tidak ditentukan oleh salah satu pihak (misal Pemerintah 
Daerah). Kemudian Pemain yang dinilai berkompeten dan dapat mendukung 
terselenggaranya kegiatan yang diadakan oleh Persik Kediri yang akan dipilih 
untuk melakukan penandatangan Kontrak. Hal inilah merupakan wujud jika 
Persik Kediri bebas untuk mengadakan kontrak dengan Pihak manapun. Dan 
para Pemain yang dipilih setelah mengikuti seleksi juga bebas untuk menolak 
atau menerima Kontrak yang diajukan oleh Persik Kediri, tanpa ada suatu 
paksaan.  
Klub juga bebas untuk menentukan dengan siapa ia melakukan kontrak 
dengan sponsor manapun. Klub dalam mengatur manajemen pemain tidak hanya 
saja dilakukan oleh klub sendiri, dana pembiayaan Pemain juga didapat Klub 
dari pihak sponsor yang mau bekerjasama dengan Klub.    
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c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang 
dibuatnya 
Beberapa klausul dalam Kontrak antara Pemain dengan Persik Kediri yang 
menurut penulis masih perlu diperhatikan yaitu: 
1. Penyebutan Nama atau Judul Perjanjian 
Pasal 2 angka 2.1 yang berbunyi, “Klub akan mempekerjakan Pemain 
sebagai Pemain sepakbola profesional sebagaimana terdapat dalam syarat 
dan kondisi Perjanjian ini”. Sedangkan dalam pasal 23 angka 23.7 
disebutkan,”Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai hubungan kerja”. 
Jelas berdasarkan kedua pasal tersebut telah terjadi kekaburan makna 
tentang Perjanjian kerja, dimana dalam pasal 23 angka 23.7 jelas bahwa 
Perjanjian yang dilakukan oleh Pemain dengan Klub bukan merupakan 
Perjanjian kerja. Seharusnya Perjanjian yang dilakukan ini merupakan suatu 
Perjanjian kerja yang menimbulkan suatu hubungan kerja. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan pengertian hubungan kerja pada Pasal 1 angka 15 
Undang-undang No.13 tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara 
pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hal ini juga diperkuat pada 
pasal 2 angka 2.1 yang tersirat jika Klub memberikan pekerjaan kepada 
Pemain atas suatu pekerjaan sebagai Pemain sepakbola, sehingga Perjanjian 
yang dibuat seharusnya merupakan Perjanjian kerja.  
Klausul lain yang memperkuat jika Perjanjian ini merupakan suatu 
Perjanjian kerja terdapat dalam Pasal 20 yang berbunyi,”Para pihak 
menegasakan dan mengakui bahwa Perjanjian ini, hak dan kewajiban yang 
diambil para pihak dan jangka waktu yang tetap merefleksikan hubungan 
dan karakteristik khusus yang terdapat dalam pekerjaan pemain 
sepakbola dan partisipasi pemain dalam pertandingan sepakbola sesuai 
dengan peraturan dan para pihak dengan setuju bahwa seluruh hal 
mengenai sengketa sehubungan dengan hak dan kewajiban para pihak disini 
mengacu kepada peraturan”. Berdasarkan bunyi Pasal 20 tersebut tersirat 
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jika Perjanjian yang dilakukan oleh Pemain dan Klub merupakan suatu 
Perjanjian kerja dan menimbulkan suatu hubungan kerja yaitu sebagai 
Pemain sepakbola. 
 
2. Penyebutan Judul Pasal 
Judul Pasal dalam klausul Kontrak merupakan perwakilan atas isi Pasal 
yang dibuat. Jika judul Pasal tersebut mengatur kewajiban Pemain maka isi 
dari Pasal tersebut juga memperinci kewajiban-kewajiban yang harus ditaati 
oleh Pemain. Dalam Pasal 1 angka 1.2 disebutkan,”Judul Pasal dalam 
Perjanjian ini adalah untuk memudahkan saja dan tidak membatasi atau 
dengan cara lain mempengaruhi setiap syarat atau ketentuan dari 
Perjanjian ini”. Menurut pendapat peneliti, judul Pasal yang dibuat harus 
sesuai dan jelas dengan maksud atas klausul yang ada dalam penjabaran 
Pasal, bukan hanya untuk mempermudah dalam penyebutan tetapi juga 
untuk mempermudah Pihak kedua untuk mengetahui isi Kontrak secara garis 
besar. Jika judul Pasal hanya dimaksudkan untuk mempermudah saja, 
dikhawatirkan jika Pihak pembuat Kontrak membuat klausul-klausul yang 
bertentangan dengan maksud pembuatan Kontrak, sehingga Kontrak yang 
dibuat berlawanan dengan judul Kontrak ataupun obyek Kontrak yang telah 
diperjanjikan. 
 
3. Kebebasan Pemain dan Klub untuk Menentukan Hak dan Kewajiban 
Dalam Pasal 3 mengenai Kewajiban Pemain pada angka 3.1 
disebutkan,”Pemain menyetujui ketika ditunjuk oleh pengurus Klub yang 
berwenang…”. Pada rumusan tersebut menunjukkan jika tidak ada 
kebebasan terhadap Pemain untuk menentukan kewajiban yang sesuai bagi 
Pemain, malinkan Pemain harus menyetujui terhadap kewajiban Pemain 
yang telah tercantum dalam Kontrak. Terlepas dalam hal ini adalah Kontrak 
baku yang dibuat, tetapi dalam hal kewajiban lebih tepat jika kata 
“menyetujui” tersebut diubah dengan kata “berkewajiban”, sehingga Pemain 
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jelas jika terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemain dalam 
Kontrak yang dibuat. 
Dalam Pasal 4 mengenai Kewajiban Klub angka 4.1 disebut,”Klub 
dapat…”. Menurut peneliti, kata “dapat” merupakan penunjuk atau kata 
yang mewakili mengenai hak bukan kewajiban. Seharusnya kata “dapat” 
tersebut diubah dengan kata “berkewajiban”, sehingga makna tersebut jelas 
mewakili isi jika dalam Pasal 4 angka 4.1 merupakan kewajiban Klub. 
Tetapi dalam Pasal 4 angka 4.1 yang seharusnya merupakan kewajiban Klub 
terdapat pula suatu klausul yang menurut peneliti merupakan klausul yang 
cenderung mengenai hak Klub yaitu dalam huruf h yang 
berbunyi,”Melakukan pemotongan dari remunerasi Pemain apabila 
diotorisasi oleh Pelatih secara tertulis atau dalam sebuah perintah hukum”. 
Klausul tersebut cenderung merupakan perwujudan atas hak Klub untuk 
melakukan pemotongan terhadap gaji Pemain, bukan merupakan kewajiban 
Klub atas pemotongan gaji Pemain tersebut. 
 
4. Kebebasan Pemain untuk Bersedia Terhadap Peminjaman Oleh Klub Lain 
Pasal 10 dalam Kontrak pemain yang berbunyi,” Klub dan Pemain 
harus saling setuju untuk meminjamkan Pemain kepada klub lain, 
berdasarkan peraturan klub dan liga”. Berdasarkan rumusan tersebut 
memang menunjukkan jika penerapan asas kebebasan berkontrak jauh dari 
makna yang sebenarnya, bahkan dapat dikatakan jika dalam klausul tersebut 
tidak mencerminkan suatu kebebasan dalam berkontrak. Seharusnya proses 
peminjaman Pemain dapat dilakukan jika pihak-pihak yang terlibat dalam 
proses peminjaman menyetujui adanya peminjaman. Sehingga asas 
kebebasan berkontrak dapat tercermin pada klausul yang mengatur 
mengenai peminjaman Pemain pada Klub lain, walaupun Kontrak yang 
dibuat ini merupakan Kontrak baku, namun untuk hal lain dapat diatur 




5. Kebebasan Pemain untuk Memilih Penyelesaian Sengketa 
Ketika Klub dengan Pemain terdapat suatu sengketa maka jalan pertama 
yang harus dilakukan adalah melakukan penyelesaian sengketa dengan cara 
kekeluargaan yaitu musyawarah mufakat, lalu jika tidak terjadi penyelesaian 
perselisihan dengan musyawarah mufakat maka diselesaikan melalui BAKI 
(Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia) yang merupakan badan yang 
didirikan oleh PSSI dibawah Kontrak Pemain dan Peraturan Liga untuk 
mendengar keluhan dan sengketa yang menyangkut Pemain Liga dalam 
keadaan yang dianut oleh Kontrak Pemain. Jadi jika terjadi keterlambatan 
penyelesaian gaji yang merupakan masalah utama dalam Klub sepakbola 
maka permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah antara Pihak 
Manajemen Klub dengan Pemain yang kemudian jika masalah tersebut tidak 
diselesaikan maka usaha terakhir yang dapat dilakukan adalah melalui 
BAKI. Hal ini sama dengan penyelesaian keluhan dalam prosedur keluhan, 
dimana tidak disebutkan jika Pihak yang merasa terdapat penyimpangan 
Kontrak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Lembaga 
Peradilan.  
Prosedur penyelesaian sengketa tersebut juga sudah dilakukan oleh 
Persik Kediri. Jika dilihat dalam keadaan yang sebenarnya, penyelesaian 
masalah ini kurang efisien bagi kedua belah Pihak. 
 
d. Kebebasan Untuk Menentukan Obyek Perjanjian 
Dalam Kontrak ini yang merupakan obyek atas Perjanjian adalah suatu 
pekerjaan sebagai Pemain sepakbola, hal ini terdapat dalam pasal 2 angka 2.1 
yang berbunyi,”Klub akan mempekerjakan Pemain sebagai Pemain sepakbola 
profesional sebagaimana terdapat dalam syarat dan kondisi Perjanjian ini”. 
Berdasarkan klausul tersebut dapat diketahui jika obyek atas Perjanjian yang 
dibuat adalah pekerjaan sebagai Pemain sepakbola profesional.  
Adanya obyek Perjanjian yang disebutkan secara jelas ataupun tersirat 
dalam judul Perjanjian, memiliki dampak positif terhadap klausul-klausul 
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Perjanjian yang dibuat. Klausul-klausul Perjanjian menjadi jelas pembagiannya, 
terutama pembagian hak dan kewajiban yang terdapat pada para Pihak sehingga 
ketimpangan hak dan kewajiban dapat terhindari dengan sendirinya. 
 
e. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian 
Dalam peraturan PSSI nomor 01/PO-PSSI/I/2011 Pasal 3 disebutkan,”Setiap 
Pemain, diharuskan memiliki kontrak/perjanjian kerja tertulis dengan Klub 
masing-masing dengan waktu kontrak/perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun”. 
Pemain dan Klub tidak bebas menentukan bentuk perjanjian yang dibuat 
merupakan perjanjian tertulis atau perjanjian lisan, melainkan perjanjian yang 
digunakan antara Pemain dan Klub adalah perjanjian tertulis.  
Berdasarkan Peraturan PSSI tersebut bentuk Kontrak yang harus dibuat oleh 
Pemain dan Klub haruslah Kontrak tertulis, bukan Kontrak yang dibuat secara 
lisan. Jadi, mengenai kebebasan bentuk perjanjian ini tidak diakui kebebasan 
para pihak untuk menentukan kebebasan bentuk Kontrak yang akan dibuat, 
melainkan Pemain atau Klub harus membuat Kontrak tertulis dalam melakukan 
hubungan kontraktual antar keduanya. 
2. PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK ANTARA 
PEMAIN DENGAN PERSIK KEDIRI 
1. Kewajiban pemain dan klub 
Tabel 4.1 
Kewajiban Pemain dan Klub dalam Kontrak Antara Pemain dengan Persik Kediri 
 
No. Pemain Klub 
1. Pasal 3 angka 3.1, pemain 
menyetujui ketika ditunjuk oleh 
pengurus klub yang berwenang: 
a. Untuk menghadiri pertandingan; 
b.Untuk berpartisipasi pada setiap 
pertandingan; 
c. Untuk menghadiri setiap tempat 
untuk tujuan dan partisipasi dalam 
latihan dan persiapan 
Pasal 4 angka 4.1, klub dapat: 
a. Segera mengatur pemeriksaan dan 
pengobatan untuk pemain; 
b.Menjaga dan memberlakukan polis 
kesehatan dan keamanan untuk fisik 
pemain pada saat ia melakukan 
tugasnya; 
c. Klub akan bertanggung jawab atas 




d.Untuk bermain setiap saat dengan 
kemampuan dan keahlian; 
e. Memberi semua kewenangan 
yang perlu diberikan pada klub 
atas catatan medisnya; 
f. Untuk mematuhi dan bertindak 
sesuai dengan instruksi yang sah; 





i. Untuk menyerahkan segera 
pemeriksaan medis yang diminta 
oleh klub; 
j. Pada saat pengakhiran perjanjian 
ini karena alasan apapun, untuk 
mengembalikan kepada klub 
setiap properti (termasuk mobil).  
kinerja yang sah dan layak dalam 
bermain atau tuags pelatihannya 
dibawah perjanjian ini membela 
Pemain terhadap setiap proses hukum 
terhadapnya sebagai akibat tindakan 
atau kelalaiannya tersebut; 
 
2. Pasal 3 angka 3.3, pemain 
menyetujui bahwa ia tidak akan: 
a Melakukan atau terlibat dengan 
kegiatan atau latihan apapun 
yang akan melanggar; 
b Ketika bermain atau latihan 
menggunakan sesuatu yang 
membahayakan dirinya sendiri 
atau orang lain; 
c Mengambil atau terikat dengan 
hubungan kerja lainnya;  
Pasal 4 angka 4.2, klub dilarang tanpa 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
pemain untuk: 
a Menggunakan atau membuka isi dari 
laporan medis atau informasi medis 
yang menyangkut pemain; 
b Mengambil, menggunakan atau 
mengizinkan untuk menggunakan foto 
dari pemain untuk tujuan apapun 
kecuali yang diperbolehkan 
berdasarkan perjanjian ini. 
3. Pasal 5  
5.1 Pada saat bermain pemain 
harus: 
a Hanya memakai seragam klub; 
dan 
b Tidak menampilkan setiap 
lencana, tanda, logo, nama 
dagang, atau pesan lain; 
5.2 Pemain dilarang pada 
pelaksanaan perjanjian ini untuk 
melakukan promosi, kecuali 
diperjanjikan lain; 
5.3 Pemain dengan ini memberikan 
Pasal 6 angka 6.1 
Dalam pengikatan ini klub wajib 
membayar remunerasi dan menyediakan 
manfaat-manfaat (jika ada) kepada 




hak kepada klub untuk 
mengambil foto. 
4. Pasal 7 angka 7.1 
Setiap cidera terhadap atau penyakit atas pemain wajib dilaporkan secepatnya 
oleh pemain atau orang lain atas nama pemain tersebut kepada klub dan klub 
wajib menyimpan rekaman cidera atau penyakit pemain; 
5.  Pasal 7 angka 7. 
Klub wajib membayar kepada pemain 
sejumlah remunerasi dibawah ini atas 
periode berikut: 
(i) Dalam hal seorang pemain cidera, 
menerima gaji dasarnya penuh untuk 
6 (enam) bulan pertama dan setengah 
untuk periode sisanya; 
(ii) Dalam hal cidera atau penyakit 
lainnya, menerima gaji dasarnya 
penuh selama 3 (tiga) bulan pertama 
dan setengah untuk periode sisanya. 
6.  Pasal 9 
Klub wajib menjalankan prosedur 
disipliner bagi pemain, kecuali dalam 
ketentuan pasal 12. 
9. Pasal 18 
Pemain dan klub di larang untuk memberikan komentar publik atau pengakuan 
yang berhubungan dengan lampiran 2. 
 Sumber: bahan hukum primer, diolah, 2013 
2. Hak pemain dan klub 
Tabel 4.2 
Hak Pemain dan Klub dalam Kontrak Antara Pemain dengan Persik Kediri 
No. Pemain Klub 
1. Pasal 3 angka 3.2 
Pemain memiliki hak untuk 
mendapatkan opini kedua dari 
penasihat medis independen. 
Biaya untuk opini kedua ini akan 
dibagi sama rata oleh kedua belah 
pihak. 
 
Pasal 2 angka 2.1 
Klub akan mempekerjakan pemain 
sebagai pemain sepakbola profesional 
sebagaimana terdapat dalam syarat dan 
kondisi perjanjian ini. 
2. Pasal 13 
Pemain berhak untuk mengakhiri 
perjanjian apabila klub gagal 
Pasal 4 angka 4.1 huruf h 
Melakukan pemotongan dari 
remunerasi pemain apabila diotorisasi 
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untuk membayar setiap 
remunerasi yang terhutang 
kepada pemain selama periode 30 
(tiga puluh) hari. 
oleh Pelatih secara tertulis atau dalam 
sebuah perintah hukum. 
3. Pasal 14 
Pemain berhak atas 12 (dua 
belas) hari libur dibayar 
sebagaimana diatur oleh klub 
Pasal 8 
Dalam hal: 
A. Pemain akan mengalami 
ketidakcakapan permanen; atau 
B. Pemain telah mengalami 
ketidakcakapan dari bermain dalam 
periode (berturut-turut atau 
keseluruhan) 6 (enam) bulan 
selama periode 12 (dua belas) 
bulan; 
Klub memiliki hak untuk memberikan 
pemberitahuan kepada pemain untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 
4. Pasal 15 
Dalam setiap prosedur disipliner 
pemain berhak untuk ditemani 
oleh atau diwakili oleh kapten 
klubnya atau delegasi APPI 
dan/atau pejabat APPI. 
Pasal 11 angka 11.4 
Klub memiliki hak untuk mengambil 
tindakan bagi pemain yang terbukti 
bersalah terhadap praktik doping. 
5.  Pasal 12 
Klub berhak untuk mengakhiri 
pekerjaan pemain tanpa kompensasi 
apapun dengan 14 (empat belas) hari 
pemberitahuan tertulis kepada pemain, 
jika pemain: 
a Bersalah melakukan perbuatan 
tercela 
b Gagal mengindahkan peringatan 
tertulis akhir yang diberikan 
berdasarkan ketentuan lampiran 1; 
c Menjadi terpidana atas pelanggaran 
atau kejahatan pidana dimana 
hukumannya terdiri dari hukuman 
penjara 6 (enam) bulan atau lebih 
(yang tidak ditangguhkan); dan 
d Ketika pengakhiran perjanjian ini 
oleh klub menjadi efektif, klub wajib 
segera melepaskan registrasi pemain; 
e Terjadi force majour. 
Sumber: bahan hukum primer, diolah, 2013 
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Penerapan asas proporsionalitas dalam Kontrak yang telah dibuat oleh Persik 
Kediri, jika ditinjau berdasarkan: 
a. Jumlah Hak dan Kewajiban 
Jika ditinjau berdasarkan jumlah hak dan kewajiban antara Pemain dan Klub, 
penerapan asas proporsionalitas belum sesuai penerapannya dengan hakekat asas 
proporsionalitas. Perbandingan jumlah kewajiban Pemain berbeda dengan jumlah 
kewajiban Klub, jika dilihat berdasarkan poin-poin dalam Pasal- pasal yang 
mengatur kewajiban Pemain dan Klub secara keseluruhan (termasuk dengan Pihak 
lain), maka kewajiban Pemain diketahui berjumlah 30 (tiga puluh) kewajiban, 
sedangkan kewajiban Klub berjumlah 16 (enam belas) kewajiban. Jika dilihat 
berdasarkan jumlah hak dan kewajiban yang didasarkan khusus pada hubungan 
Pemain dan Klub, maka kewajiban Pemain sejumlah 18 (delapan belas) kewajiban 
dan jumlah kewajiban Klub sejumlah 10 (sepuluh) kewajiban. Perbedaan jumlah 
kewajiban Pemain dan Klub inilah yang menunjukkan ketidakseimbangan 
kewajiban antara Pemain dan Klub.  
Mengenai hak Pemain dan Klub pun terdapat perbedaan, pada Kontrak 
diketahui jika hak Pemain sebanyak 4 (empat) hak, sedangkan hak Klub sebanyak 5 
(lima) hak. Perbedaan hak Pemain dan Klub ini juga menunjukkan tidak adanya 
keseimbangan hak antara Pemain dan Klub. Berarti penggunaan asas keseimbangan 
dalam Kontrak belum sepenuhnya dibuat, padahal keseimbangan yang dimaksud 
adalah terdapat persamaan jumlah hak dan kewajiban Pemain ataupun Klub. 
 
b. Klausul- Klausul Kontrak 
Penerapan asas keseimbangan belum sepenuhnya diterapkan dalam Kontrak 
Pemain dengan Persik Kediri, bahkan dalam klausul mengenai hak dan kewajiban 
tidak disebutkan secara terinci mengenai hak dan kewajiban Pemain atau Klub. 
Pada pasal 3 dijelaskan mengenai kewajiban Pemain, namun isi dari pasal 
tersebut disinggung pula mengenai hak dan larangan dari Pemain. Namun dalam 
klausul tersebut tidak disinggung mengenai upah Pemain yang sebagaimana 
merupakan hak pokok dari Pemain yang telah melakukan kewajibannya. Mengenai 
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hak Pemain hanya disebutkan sebagai berikut,”Pemain memiliki hak untuk 
mendapatkan opini kedua dari penasihat medis independen apabila ia meragukan 
opini dari penasihat medis klub. Apabila terdapat perbedaan opini, semua pihak 
menyetujui untuk menerima opini independen oleh penasehat medis yang ditunjuk 
oleh perjanjian atau saat tidak terdapat sebuah perjanjian, akan ditunjuk seorang 
penasehat medis yang dinominasikan oleh klub, dimana opininya adalah mutlak. 
Biaya untuk opini kedua ini akan dibagi sama rata oleh kedua belah pihak”. 
Dalam hal ini hak Pemain yang diatur dalam Kontrak adalah mengenai opini medis, 
justru bukan mengenai gaji Pemain. Seharusnya dalam Pasal mengenai hak Pemain 
disinggung mengenai upah Pemain yang merupakan hak pokok dari Pemain dalam 
melakukan kewajibannya. 
Dalam Pasal 3 angka 3.1 disebutkan,”Pemain menyetujui ketika ditunjuk oleh 
pengurus Klub yang berwenang”, jelas kata “menyetujui” menunjukkan jika 
Perjanjian yang dibuat tidak menjamin adanya keseimbangan antara Pihak Pemain 
dengan Klub, Pemain yang dalam hal ini sebagai Pihak kedua tidak memiliki suatu 
alasan untuk menolak perintah dari Klub. Pemain harus melaksanakan kewajiban 
yang diberikan Klub, tanpa ada alasan atau suatu sebab untuk menolak kewajiban 
yang diberikan tersebut.  
Pasal 4 menyebutkan mengenai kewajiban Klub, dalam Pasal 4 tersebut tidak 
disebutkan mengenai kewajiban saja melainkan disebutkan pula mengenai larangan 
Klub. Dalam kewajiban Klub terdapat klausul yang menyebutkan mengenai hak 
Klub, dalam Pasal 4 angka 4.1 huruf h yang berbunyi,”Melakukan pemotongan dari 
remunerasi pemain apabila diotorisasi oleh pelatih secara tertulis atau dalam 
sebuah perintah hukum.” Mengenai klausul ini menurut peneliti bukan merupakan 
kewajiban dari Klub melainkan hak dari Klub untuk melakukan pemotongan 
terhadap gaji Pemain.  
Dalam klausul kewajiban Klub tidak disebutkan jika Klub berkewajiban untuk 
membayar gaji Pemain. Namun dalam Pasal 6 disebutkan mengenai remunerasi dan 
pengeluaran, dalam angka 6.1 disebutkan “Dalam pengikatan ini klub wajib 
membayar remunerasi dan menyediakan manfaat-manfaat (jika ada) kepada 
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pemain seperti yang diatur dalam lampiran 2”. Mengenai klausul tersebut perlu 
diperbaiki kembali, karena bahasan mengenai remunerasi dan pengeluaran 
dijelaskan dalam Lampiran 3 mengenai honor tahunan, honor pertandingan, dan 
tunjangan.  
Dalam Pasal 13 disebutkan “Pemain berhak untuk mengakhiri perjanjian 
apabila klub gagal untuk membayar setiap remunerasi yang terhutang kepada 
pemain selama periode 30 (tiga puluh) hari”. Jika dihubungkan mengenai isu 
hukum yang terjadi saat ini, dimana Klub dalam memenuhi gaji Pemain mengalami 
keterlambatan bahkan lebih dari 30 hari waktu yang diperlukan Klub dalam 
menyelesaikan pembayaran gaji tersebut, klausul ini dirasa kurang adil bagi Pemain.  
 
E. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 
penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas, sebagai berikut: 
 Dalam Kontrak yang diselenggarakan antara Pemain dengan Persik Kediri 
penerapan asas kebebasan berkontrak belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga 
Kontrak yang telah dibuat memiliki kekaburan makna dan ketidakjelasan makna. 
Asas kebebasan berkontrak belum diterapkan dalam hal: 
1. Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari Perjanjian yang dibuat 
2. Kebebasan untuk menentukan bentuk Perjanjian.  
Asas kebebasan berkontrak telah diterapkan dalam hal: 
1. Para pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat Kontrak  
2. Kebebasan dengan siapa akan mengadakan Kontrak 
3. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian 
Penerapan asas Proporsionalitas dalam Kontrak antara Pemain dengan Persik 
Kediri juga belum sepenuhnya diterapkan, sehingga Kontrak yang dibuat belum 
mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemain dan Klub, hal ini 
ditunjukkan dengan ketidaksamaan jumlah hak dan kewajiban antara Pemain dan 
Klub. Penerapan asas proporsionalitas yang belum sesuai menimbulkan kekaburan 
makna pula terhadap klausul hak dan kewajiban. Kekaburan makna atas asas 
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proporsionalitas ini, menyebabkan munculnya isu hukum yang terjadi dalam 
pemenuhan hak dari Pemain, baik keterlambatan pemenuhan gaji ataupun tidak 
dipenuhinya hak Pemain untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak. Sebagai 
contoh jika belum ada keseimbangan dan keadilan yaitu dalam klausul mengenai 
hak Pemain disebutkan jika hak Pemain adalah mendapatkan opini kedua dari 
penasehat medis dan biaya opini medis tersebut akan dibagi sama rata oleh kedua 
belah pihak.  
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